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Jakarta - Baru-baru ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi
mengeluarkan fatwa haram untuk uang kripto. Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mengungkap fatwa dari MUI
sejalan dengan pengaturan yang ada saat ini.

"Sebagai mata uang atau alat pembayaran memang uang kripto dilarang
karena alat pembayaran di Indonesia yang sah adalah rupiah." Kepala
Bappebti Indrasari Wisnu Wardhana, kepada detikcom Senin (15/11
12021).

MNamun, dijelaskan kripto sebagai komoditi aset digital bisa
diperdagangkan selama mempunyai manfaat bagi masyarakat. Oleh
karena itu, bursa kripto Indonesia yang digembar-gemborkan selama ini.
disebut masinh tetap akan berjalan. Akhir tahun ini disebut sudah ada dan
bisa beroperasi tahun depan.

"Sudah ada yang mengajukan untuk menjadi bursa, mudah-mudahan
akhir tahun bursa sudah ada sehingga tahun depan dapat beroperasi.”
imbuhnya.

Baca juga:

Kripto Nggak Cuma Bitcoin, Ini Para 'Pemain’ Besar Lainnya

Sebagai informasi, belum lama ini (MUI) mengharamkan uang kripto
Kepada detikcom, Ketua Komisi Fatwa MUI menjelaskan alasan di balik
MUI haramkan kripto

Dalam penjelasannya, setidaknya terdapat 2 alasan utama kenapa uang
kripto ini dinaramkan MUI

"Pertama, dari unsur syar'i tidak memenuhi, kedua dari sisi komuni atau
perundangan ini tidak ada keabsahannya. Sebuah mata uang itu kan
harus disepakati negara," kata Asrorun Niam, Kamis (11/11/2021) dalam
sambungan telepon.

Kemudian, saat ditanya apakah ada potensi kripto dapat menjadi halal
lagi bila ada regulasi dari pemerintah yang membuatnya menjadi sah di
mata hukum, Asrorun mengatakan kalau unsur gharar atau
ketidakjelasan nilai membuatnya agak ragu mengenai hal tersebut

"Posisinya sekarang masin gharar, berbeda dengan uang kertas. Itu kan
ada kejelasan nilal. Bukan kertasnya yang dilinat tetapi nilainya,”
sambungnya
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